
Implementasi Konsep Murabahah dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Al-Qur’an 

dan Hadits  
  ISSN: 3124-1166 (online) 

  ISSN: 3124-1166 (cetak) 
 

13 Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah                           Volume 1  Nomor 2  Tahun 2025                 

 

Implementasi Konsep Murabahah dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Al-
Qur’an dan Hadits  

 

Rodyah Awallul Rohmah1 , Nasrulloh2 
1,2Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 
Email Coresponden: 240504210012@student.uin-malang.ac.id1, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id2 

 

Abstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PENDAHULUAN 

Perhatian terhadap ekonomi syariah 

semakin meningkat seiring dengan 

berkembangnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam. Pentingnya 

ekonomi syariah dalam konteks keuangan 

modern tidak hanya terletak pada 

kemampuannya untuk menyediakan alternatif 

yang lebih adil dan transparan dibandingkan 

sistem keuangan konvensional, tetapi juga 

pada kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi 

global. Dalam sistem ekonomi syariah, 

mekanisme berbagi risiko dan keuntungan 

yang adil menjadi landasan utama, sehingga 

menawarkan solusi bagi pelaku usaha yang 

ingin menjalankan bisnis mereka dengan cara 

yang sejalan dengan nilai-nilai Islam 

(Wahyunti & Lestari, 2023). Hal ini tidak 

hanya meningkatkan kesejahteraan dalam 

transaksi tetapi juga memastikan harapan 

finansial dalam jangka panjang (Kroniko, 

2023).  

Konsep murabahah menduduki posisi 

penting dalam ekonomi syariah, menjadi salah 

satu akad yang paling banyak diterapkan dalam 

operasional perbankan syariah. Murabahah 

merupakan bentuk transaksi dalam ekonomi 

syariah yang melibatkan penjualan barang di 

mana penjual secara transparan menyampaikan 
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harga asal barang tersebut, kemudian 

menambahkan margin keuntungan yang telah 

disetujui bersama dengan pembeli. Transaksi ini 

banyak digunakan dalam perbankan syariah 

karena dianggap memiliki risiko yang lebih 

rendah dan memberikan kepastian jumlah 

angsuran bagi nasabah (Basri et al., 2022). Akad 

ini menciptakan transparansi dan kejelasan 

dalam transaksi, sehingga dapat mengurangi 

risiko ketidakjelasan (gharar) yang sering 

terjadi dalam praktik bisnis konvensional. 

Dalam hal ini, murabahah berperan tidak hanya 

sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai 

media untuk mengimplementasikan prinsip-

prinsip etika dan keadilan (Hartanto, 2022). 

Dengan demikian, murabahah telah menjadi 

salah satu produk unggulan yang banyak 

diadopsi oleh lembaga keuangan syariah sebagai 

instrumen utama dalam menyediakan solusi 

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah bagi masyarakat. 

Konsep murabahah muncul sebagai 

jawaban atas kebutuhan masyarakat akan 

mekanisme transaksi yang diterapkan harus 

selaras dengan prinsip-prinsip syariah, dengan 

tekanan pada aspek keadilan dan transparansi 

sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas 

muamalah. Jika ditelusuri kembali ke zaman 

Nabi Muhammad SAW, di mana praktik jual 

beli dilakukan dengan cara yang adil dan 

transparan. Banyak ulama sepakat bahwa 

prinsip-prinsip jual beli yang adil dan 

transparan telah diajarkan oleh Nabi. Seiring 

perkembangan zaman, murabahah diadaptasi 

menjadi salah satu produk andalan dalam 

perbankan syariah., memberikan solusi bagi 

individu dan bisnis yang ingin melakukan 

transaksi tanpa terjebak dalam riba. Dan dalam 

konteks perbankan syariah, Murabahah 

merupakan salah satu produk pembiayaan 

yang paling dominan digunakan dalam praktik 

perbankan syariah, mengingat samar-samarnya 

dalam memenuhi berbagai kebutuhan 

pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Dalam skema murabahah, bank 

syariah berperan sebagai penjual yang terlebih 

dahulu membeli barang sesuai kebutuhan 

nasabah. Selanjutnya, barang tersebut dijual 

kembali kepada nasabah dengan penambahan 

margin keuntungan sebagai kompensasi atas 

jasa dan layanan yang diberikan oleh bank. 

Menurut data, pembiayaan murabahah 

memberikan kontribusi lebih dari 60% dari 

total pembiayaan yang dilakukan oleh bank-

bank syariah di Indonesia. Fenomena ini 

terjadi karena penyaluran kredit dan 

pembiayaan oleh sektor perbankan di 

Indonesia masih didominasi oleh alokasi yang 

berorientasi pada kebutuhan konsumtif 

(Wartoyo, 2013). Dalam upaya bersaing 

dengan perbankan konvensional, perbankan 

syariah mengandalkan fitur pembiayaan 

murabahah yang praktis dan sederhana, 

menjadikannya pilihan utama untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan konsumen dengan tetap 

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah  

(OJK, 2016). Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya murabahah dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi syariah.  

Dalam penerapan akad murabahah , Al-

Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai sumber 

hukum utama yang menjadi pedoman bagi 

pelaksanaan transaksi sesuai syariah. Al-

Qur'an secara eksplisit memberikan dasar 

teologis untuk menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba, sebagaimana dinyatakan 

dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: “Dan Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.” Ayat ini menegaskan 

bahwa aktivitas jual beli, termasuk dalam 

bentuk murabahah , adalah aktivitas ekonomi 

yang diperbolehkan selama memenuhi syarat 

dan ketentuan syariah. Larangan terhadap riba 

menunjukkan perhatian Islam terhadap 
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keadilan dan keseimbangan dalam muamalah, 

menghindari eksploitasi atau ketidakadilan 

yang sering terjadi dalam praktik riba. Selain 

itu, Hadits Rasulullah SAW juga memperkuat 

prinsip-prinsip dasar akad murabahah. Dalam 

salah satu haditsnya, Rasulullah bersabda: 

“Sejujurnya jual beli itu harus dilakukan atas 

dasar suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan 

Ibnu Majah). Hadits ini menegaskan bahwa 

transaksi dalam akad murabahah harus 

didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak 

(bank dan nasabah), termasuk kesepakatan 

terhadap margin keuntungan. Hal ini 

menekankan pentingnya aspek transparansi 

dan keadilan dalam proses penjualan beli. 

Dengan landasan ini, akad murabahah 

tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan 

ekonomi umat, tetapi juga menjaga nilai-nilai 

etika dan spiritualitas Islam, menjadikannya 

sebagai alternatif yang tidak hanya praktis, 

tetapi juga berorientasi pada keberkahan dan 

kesejahteraan (Zamroni et al., 2023). Ayat ini 

menunjukkan bahwa murabahah sebagai bentuk 

transaksi jual beli diakui secara syariah dan 

memiliki legalitas untuk diterapkan dalam 

pembiayaan perbankan syariah karena bebas 

dari unsur riba (Sulhan, 2011).  

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW 

juga memberikan panduan mengenai praktik 

murabahah. Sebuah hadis yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa “Ada tiga 

hal yang mendatangkan berkah: transaksi jual 

beli secara kredit, kerjasama mudharabah, dan 

mencampur gandum dengan jewawut untuk 

kebutuhan rumah tangga.” (HR. Ibnu Majah). 

Hadis ini menekankan pentingnya memperoleh 

rezeki melalui cara-cara yang halal dan penuh 

kebaikan, sekaligus menegaskan bahwa 

transaksi murabahah harus didasarkan pada 

kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah 

pihak (Al-Butary, 2021).  

Menurut kaidah fiqih, pada dasarnya 

segala bentuk muamalah adalah 

diperbolehkan. Terkait dengan produk 

perbankan syariah yang melibatkan 

murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah 

merupakan landasan utama dalam penerapan 

transaksi jual beli berbasis syariah di 

Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa dalam 

akad murabahah, bank dan nasabah wajib 

mengadakan akad yang bebas dari unsur riba. 

Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa 

margin keuntungan yang ditetapkan bank 

sebagai penjual telah disepakati di awal dan 

tidak mengalami perubahan selama masa 

perjanjian. Fatwa tersebut juga mensyaratkan 

bahwa barang yang menjadi objek akad 

murabahah harus memenuhi kriteria sesuai 

syariah Islam. Artinya, barang tersebut tidak 

boleh termasuk kategori haram atau dilarang, 

baik dari segi sifat, penggunaan, maupun 

manfaatnya. Ketentuan ini bertujuan untuk 

menjaga keberkahan transaksi dan memastikan 

setiap aspek akad selaras dengan prinsip-

prinsip Islam. Implementasi fatwa ini 

memberikan jaminan bahwa murabahah 

sebagai produk pembiayaan syariah tidak 

hanya menghindari praktik riba, tetapi juga 

mendukung tujuan ekonomi syariah, yaitu 

mencapai keadilan, keinginan, dan 

kesejahteraan umat.Dengan adanya fatwa 

DSN-MUI ini menerangkan bahwa transaksi 

dengan menggunakan akad murabahah 

diperbolehkan (DSN-MUI, 2000). Dan hal ini 

menunjukkan bahwa murabahah sebagai 

bentuk transaksi yang sah dan sesuai dengan 

ajaran Islam, selama memenuhi syarat-syarat 

tertentu yang ditetapkan oleh syariat.  

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat 

bahwa saat ini, kehidupan dunia dipengaruhi 

oleh dua kekuatan utama, yaitu ekonomi dan 
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keimanan atau agama. Ekonomi menjadi tolok 

ukur utama bagi suatu negara dalam 

menentukan tingkat kemakmuran dan 

kemajuan yang dicapainya (Ahyani & Slamet, 

2021). Dan di balik itu, kekuatan ekonomi 

juga terfokus pada upaya bagaimana ekonomi 

tersebut dapat menyatu dengan kekuatan etika 

dan spiritual. Dalam hal ini, akan selalu 

dikaitkan dengan sumber utama hukum Islam, 

yaitu Al-Qur’an dan Hadis (Tlemsani et al., 

2020). Karena pada keduanya diletakkan 

landasan yang kuat terhadap konsep 

bermuamalah (Al-Butary, 2021). Oleh 

karenanya, penelitian ini akan membahas 

mengenai konsep murabahah dalam ekonomi 

syariah menurut perspektif Al-Qur’an dan 

Hadis.  

METODE 

Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Penelitian ini akan 

mengumpulkan data melalui studi literatur 

yang mendalam terhadap sumber sekunder 

termasuk Al-Qur’an, Hadits, serta literatur 

terkait dengan konsep murabahah dalam 

ekonomi syariah. Data yang diperoleh akan 

dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-

prinsip syariah yang mendasari murabahah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap 

pengembangan pemahaman mengenai konsep 

murabahah serta aplikasinya dalam ekonomi 

syariah, dengan memperhatikan perspektif Al-

Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif 

yang mendasari praktik-praktik tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Konsep Murabahah 

Murabahah merupakan jenis akad 

muamalah berupa transaksi jual beli. Secara 

bahasa, kata "Murabahah" berasal dari akar 

kata "ribh" yang berarti "keuntungan, laba, 

atau margin tambahan". Murabahah adalah 

suatu bentuk transaksi jual beli di mana harga 

jual barang ditentukan berdasarkan biaya 

perolehan ditambah dengan margin 

keuntungan yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Dalam transaksi ini, penjual 

diwajibkan untuk mengungkapkan kepada 

pembeli biaya pembelian barang tersebut, 

memastikan transparansi dan kejelasan dalam 

proses penjualan beli. (Dewan Standar 

Akuntansi Syariah - IAI, 2007). 

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan 

murabahah sebagai transaksi jual beli di mana 

harga jual mencakup biaya perolehan 

ditambah keuntungan. Menurut pandangan 

ulama Malikiyah, murabahah adalah suatu 

transaksi di mana penjual menyebutkan harga 

perolehan barang kepada pembeli, dan 

kemudian memperoleh keuntungan yang 

disepakati secara langsung dari pembeli atas 

transaksi tersebut. Konsep ini menekankan 

pada transparansi harga dan kejelasan dalam 

penetapan margin keuntungan antara kedua 

belah pihak, misalnya dengan mengatakan, 

"Saya membeli barang ini seharga sepuluh 

dinar, dan Anda memberikan keuntungan satu 

dinar atau dua dinar kepada saya." Keuntungan 

ini juga bisa dirinci dengan mengatakan, 

"Anda memberikan tambahan satu dirham 

untuk setiap dinar," atau dengan cara lain yang 

menetapkan jumlah tertentu atau persentase 

keuntungan.” (Anugrah, 2020).  

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, 

murabahah didefinisikan sebagai pemindahan 

kepemilikan suatu barang melalui akad awal 

dengan harga awal yang disertai tambahan 

keuntungan (Al-Jaziri, 2013). Menurut 

pandangan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah , 

murabahah adalah suatu transaksi jual beli di 

mana harga barang terdiri dari harga pokok 

atau biaya perolehan barang yang ditambah 

dengan margin keuntungan yang telah 

disepakati, misalnya satu dirham untuk setiap 
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sepuluh dinar atau setara. Dalam transaksi ini, 

penting bahwa kedua belah pihak yang terlibat 

baik penjual maupun pembeli mengetahui 

dengan jelas harga pokok barang tersebut, 

sehingga memastikan transparansi dan 

keadilan dalam penetapan harga jual (Rosmala 

& Himayasari, 2022).  

Produk murabahah adalah bentuk 

pembiayaan di mana bank bertindak sebagai 

perantara antara nasabah dan developer atau 

pemasok. Dalam kondisi seperti ini, apabila 

nasabah ingin membeli barang dari developer 

namun belum memiliki dana yang cukup, bank 

syariah akan bertindak sebagai pihak pembeli 

pertama, yaitu dengan membeli barang 

tersebut dari developer. Setelah itu, bank akan 

menjual kembali barang tersebut kepada 

nasabah dengan harga yang mencakup biaya 

perolehan dari pengembang, ditambah dengan 

margin keuntungan yang telah disepakati 

antara bank dan nasabah. Transaksi ini 

kemudian disusun dengan skema pembayaran 

angsuran, yang memungkinkan nasabah untuk 

membayar secara bertahap sesuai dengan 

kesepakatan yang ada (Prabowo, 2009).  

Dalam pandangan ekonomi syariah, 

transaksi jual beli murabahah memiliki 

sejumlah rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi, yang meliputi:  

1. Pihak yang Berakad (Al-‘Aqidain) 

a. Penjual (Bank): Pihak yang 

menawarkan barang atau jasa, yang 

dalam konteks ini bertindak sebagai 

lembaga keuangan syariah yang 

menyediakan pembiayaan. 

b. Pembeli (Nasabah): Pihak yang 

menerima penawaran dan membeli 

barang atau jasa dari bank, dengan 

kesepakatan untuk membayar sesuai 

dengan ketentuan yang telah 

disepakati. 

c. Pemasok (Supplier): Pihak yang 

menyediakan barang atau jasa yang 

dibutuhkan oleh nasabah, yang dapat 

mencakup produsen atau distributor 

yang menjual barang kepada bank. 

2. Objek yang Diakadkan (Mahallul ‘Aqad) 

a. Adanya Wujud Barang yang 

Diperjualbelikan: Barang yang 

diperjualbelikan harus ada dan jelas 

wujudnya, baik secara fisik maupun 

secara hukum, untuk memastikan 

transaksi yang sah. 

b. Harga Barang: Harga yang disepakati 

antara pihak bank dan nasabah, yang 

mencakup harga pokok barang 

ditambah dengan margin keuntungan 

yang telah disetujui. 

3. Tujuan Akad (Maudhu’ul Aqad) 

Tujuan dari akad adalah untuk memastikan 

tercapainya kesepakatan antara kedua 

belah pihak mengenai transaksi yang 

dilakukan. Hal ini termasuk untuk 

menciptakan kejelasan mengenai hak dan 

kewajiban kedua belah pihak yang terlibat 

dalam akad. 

4. Akad (Sighat al-‘Aqad) 

a. Serah (Ijab): Pernyataan atau 

penawaran yang dibuat oleh penjual 

(bank) mengenai objek yang dijual dan 

harga yang disepakati. 

b. Terima (Qabul): Penerimaan atau 

persetujuan dari pihak pembeli 

(nasabah) terhadap penawaran yang 

telah diberikan oleh penjual, yang 

menandakan bahwa transaksi telah 

disetujui dan akan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang telah 

disepakati. 

Keseluruhan elemen ini membentuk 

kerangka dasar dalam suatu akad yang sah dan 

valid menurut prinsip-prinsip syariah, 

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat 
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memiliki hak dan kewajiban yang jelas, serta 

bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur-

unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Syarat-syarat dalam ijab dan qabul 

merupakan elemen penting yang menentukan 

keabsahan suatu akad dalam hukum Islam, 

termasuk dalam transaksi murabahah dan 

jenis-jenis transaksi lainnya. Beberapa syarat 

yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul, 

yang dikenal sebagai sighat al-‘aqad, antara 

lain: 

1. Jala’ul Ma'na (Jelasnya Tujuan) 

Syarat pertama ini menyatakan bahwa 

pernyataan yang dibuat dalam ijab harus 

jelas dan mengandung tujuan yang dapat 

dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan 

kata lain, apa yang dimaksud dengan akad 

tersebut harus dapat dimengerti secara 

pasti oleh kedua pihak yang terlibat. Tanpa 

kejelasan ini, akad dapat dianggap tidak 

sah karena ketidakpastian mengenai jenis 

akad yang dimaksudkan, yang bisa 

menimbulkan keraguan atau sengketa di 

kemudian hari. 

2. Tawafuq (Kesesuaian Antara Ijab dan 

Qabul) 

Tawafuq berarti adanya kesesuaian antara 

ijab (penawaran) yang dilakukan oleh 

pihak pertama dan qabul (penerimaan) 

yang dilakukan oleh pihak kedua. 

Kesesuaian ini sangat penting agar akad 

dapat dilaksanakan sesuai dengan 

kehendak kedua pihak tanpa adanya 

perbedaan tafsiran. Jika terjadi 

ketidaksesuaian, maka akad bisa dianggap 

batal karena tidak mencerminkan 

persetujuan yang utuh dari kedua belah 

pihak. 

3. Jazmul Iradataini (Kepastian Kehendak 

Kedua Pihak) 

Syarat ini menegaskan bahwa ijab dan 

qabul harus menunjukkan kehendak yang 

pasti dan jelas dari kedua belah pihak. 

Kedua pihak harus melakukan pernyataan 

yang menunjukkan bahwa mereka memang 

berniat untuk melaksanakan akad tersebut 

secara sukarela, tanpa paksaan atau 

keraguan. Hal ini menegaskan pentingnya 

niat yang kuat dan tanpa ragu dari kedua 

pihak untuk mengikatkan diri pada akad 

yang telah disepakati. 

Ketiga syarat ini sangat esensial untuk 

memastikan bahwa akad yang dilakukan 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam, 

sehingga menghasilkan transaksi yang sah dan 

adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan 

memenuhi ketentuan-ketentuan ini, akad tidak 

hanya sah secara hukum, tetapi juga 

mendukung terciptanya kepercayaan antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. 

(OJK, 2016).  

Kesepakatan dalam suatu akad lahir 

setelah adanya persesuaian yang jelas antara 

offer (penawaran) dan acceptance 

(penerimaan), yang kemudian diekspresikan 

secara formal melalui penandatanganan akad. 

Proses ini merupakan bagian integral dari 

pembentukan akad yang sah dalam hukum 

Islam, yang mengedepankan kejelasan dan 

kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat. 

Penandatanganan akad, baik secara fisik 

maupun elektronik, berfungsi sebagai simbol 

bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan 

ketentuan yang diatur dalam perjanjian 

tersebut. Penandatanganan ini juga menjadi 

bukti sahnya transaksi yang dilakukan, yang 

mengikat kedua pihak untuk memenuhi 

kewajiban dan hak yang telah disepakati. 

Dalam konteks fiqh muamalah, 

penandatanganan akad bukan hanya sekadar 

prosedur administratif, melainkan merupakan 

pernyataan komitmen yang menunjukkan 

bahwa kedua pihak memiliki kehendak bebas 

dan tanpa paksaan untuk menjalankan isi akad 
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sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, 

dalam transaksi murabahah, penandatanganan 

akad menandakan bahwa nasabah telah 

menyetujui harga barang yang ditawarkan oleh 

bank, termasuk margin keuntungan yang 

disepakati, serta cara pembayaran yang 

ditentukan. 

Proses ini, yang dimulai dengan 

penawaran dan diterima dengan jelas oleh 

pihak lain, mengarah pada kesepakatan yang 

sah secara hukum, yang kemudian mengikat 

para pihak untuk melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang 

telah disetujui dalam akad tersebut. Kejelasan 

antara offer dan acceptance serta formalitas 

penandatanganan akad memastikan bahwa 

transaksi yang dilakukan tidak hanya sah dari 

segi hukum Islam, tetapi juga menghindari 

adanya perselisihan atau ketidakpastian yang 

dapat merugikan salah satu pihak. Apabila 

rukun dan syarat yang telah disebutkan 

sebelumnya dapat terpenuhi, bank dan nasabah 

memiliki keinginan untuk menentukan 

mekanisme pembayaran sesuai dengan 

berbagai jenis transaksi murabahah yang 

tersedia, seperti berikut: 

a. Murabahah dengan tunai. Dalam transaksi 

ini, harga barang yang dijual oleh nasabah 

bank mencakup harga pokok barang 

ditambah dengan margin keuntungan yang 

telah disepakati sebelumnya. Pembayaran 

dilakukan secara langsung atau tunai, tanpa 

adanya angsuran atau pembayaran 

bertahap. 

b. Murabahah dengan cicilan (bithaman ajil) 

adalah jenis transaksi jual beli di mana 

harga jual barang yang disepakati 

dicantumkan secara jelas dalam akad jual 

beli (OJK, 2016).  

B. Implementasi Konsep Murabahah dalam 

Ekonomi Syariah  

Implementasi mengenai konsep 

murabahah dalam ekonomi syariah menjadi 

salah satu topik menarik dalam konteks 

perbankan syariah. Murabahah sebagai salah 

satu bentuk akad jual beli memiliki 

karakteristik yakni penjual mengungkapkan 

harga pokok barang dan menambahkan margin 

keuntungan yang disepakati dengan pembeli 

(Syariah et al., 2024). Dalam praktiknya, 

murabahah sering digunakan oleh bank 

syariah sebagai produk pembiayaan yang 

dominan, memberikan solusi bagi masyarakat 

yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan 

prinsip syariah tanpa terjebak dalam riba 

(Fuady, 2019).  

Dalam praktik pembiayaan syariah, 

bank berperan sebagai penjual, sementara 

nasabah bertindak sebagai pembeli. Pada 

tanggal 26 Februari 2019, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru 

yang mengatur industri pembiayaan syariah, 

yaitu OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang 

penyelenggaraan usaha perusahaan 

pembiayaan syariah dan unit usaha syariah 

perusahaan pembiayaan (OJK, 2019). Dalam 

Pasal 1 Ayat 8, dijelaskan bahwa pembiayaan 

jual beli merupakan jenis pembiayaan yang 

melibatkan penyediaan barang berdasarkan 

kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam transaksi tersebut. Adapun ketentuan 

mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah 

di bank syariah diatur secara lebih rinci dalam 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 

9/19/PBI/2007, yang memberikan pedoman 

terkait mekanisme dan prosedur yang harus 

diikuti oleh lembaga keuangan syariah dalam 

melaksanakan pembiayaan ini. 

Keuntungan yang diperoleh dari setiap 

pembiayaan murabahah bervariasi, dan 

besarnya dipengaruhi oleh tingkat risiko 

pembiayaan, bukan oleh durasi atau jangka 

waktu pembiayaan seperti yang diterapkan 
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dalam konsep time value of money pada 

perjanjian kredit di bank konvensional 

(Kurniawan, 2019). Setelah akad pembiayaan 

murabahah disepakati, harga barang yang telah 

disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat 

diubah. Namun, untuk mengantisipasi 

terjadinya wanprestasi, kerugian, dan 

keterlambatan pembayaran angsuran oleh 

nasabah, bank syariah menyertakan klausul 

dalam perjanjian yang mengatur kewajiban 

nasabah untuk membayar denda sebagai 

konsekuensi atas keterlambatan dalam 

melunasi angsuran. Klausul ini bertujuan 

untuk menjaga kelancaran pembayaran dan 

memastikan pemenuhan kewajiban sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat 

(Rohmah, 2019). Denda yang diterima oleh 

bank tidak dianggap sebagai keuntungan, 

karena dana denda tersebut akan disalurkan 

sebagai dana sosial melalui Bank dengan akad 

qard al-hasan. Meskipun bank syariah 

berperan sebagai lembaga komersial, di sisi 

lain, ia juga berfungsi sebagai lembaga sosial 

yang mendukung kemaslahatan umat 

(Kurniawan, 2019).  

Praktik pembiayaan semacam ini sering 

kali memberikan keleluasaan bagi nasabah 

untuk membeli barang yang diinginkan secara 

langsung, terutama jika nasabah ingin 

memperoleh harga yang lebih murah. Dalam 

hal ini, bank sebagai ba'i memperkenankan 

nasabah untuk membeli barang dari pemasok 

dengan memberikan kuasa (wakalah) kepada 

nasabah (Zulaikha & Handayani, 2014). 

Meskipun bank syariah telah menjamin untuk 

menyediakan barang berkualitas dengan harga 

terbaik demi kepuasan nasabah, bank tidak 

dapat sepenuhnya mengawasi atau memastikan 

bahwa dana yang diberikan digunakan untuk 

membeli barang sesuai dengan perjanjian, atau 

justru dipergunakan untuk kebutuhan modal 

yang bersifat konsumtif (Puteri & Parsaulian, 

2023).  

Terdapat beberapa tipe kategori 

penerapan pembiayaan murabahah yang 

dilaksanakan di perbankan syariah, 

diantaranya yaitu:  

1. Penerapan murabahah merupakan suatu 

bentuk transaksi yang konsisten dengan 

prinsip-prinsip fiqih muamalah. Dalam 

skema ini, bank terlebih dahulu membeli 

barang yang akan dibeli oleh nasabah, 

setelah adanya perjanjian yang disepakati 

bersama. Setelah barang dibeli atas nama 

bank, barang tersebut kemudian dijual 

kembali kepada nasabah dengan harga 

yang mencakup biaya perolehan ditambah 

dengan margin keuntungan yang telah 

disepakati. Pembayaran atas barang yang 

dijual dapat dilakukan secara tunai, atau 

dengan pembayaran tangguh, baik dalam 

bentuk angsuran maupun pembayaran 

sekaligus pada waktu yang telah 

ditentukan (Rachman, 2023).  

2. Dalam transaksi murabahah, perpindahan 

kepemilikan barang terjadi secara langsung 

dari supplier kepada nasabah, sementara 

pembayaran dilakukan oleh bank langsung 

kepada penjual pertama atau supplier. 

Nasabah sebagai pembeli menerima barang 

tersebut setelah melakukan perjanjian 

murabahah dengan bank, yang mencakup 

kesepakatan harga dan ketentuan 

pembayaran. 

3. Dalam penerapan murabahah, bank dapat 

melakukan perjanjian dengan nasabah 

dengan menggunakan sistem wakalah, 

yaitu memberikan wewenang kepada 

nasabah untuk membeli barang yang 

dibutuhkan. Dalam konteks ini, bank harus 

memastikan bahwa barang tersebut terlebih 

dahulu menjadi milik bank sebelum akad 

dilakukan, untuk menghindari potensi 
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ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip 

syariah yang mengatur transaksi jual beli 

(Kurniawan, 2019).  

C. Konsep Murabahah Menurut Perspektif 

Al-Qur’an  

Murabahah sebagai salah satu bentuk 

transaksi dalam ekonomi syariah, memiliki 

landasan yang kuat dalam Al-Qur’an. 

Meskipun istilah murabahah tidak disebutkan 

secara eksplisit, prinsip-prinsip yang 

mendasarinya dapat ditemukan dalam berbagai 

ayat yang mengatur jual beli dan larangan riba. 

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan 

adalah Q.S An-Nisa: 29:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan 

kesepakatan dalam setiap transaksi, yang mana 

hal ini merupakan inti dari konsep murabahah 

(Nurhayati, 2012).  

 Ayat lain yang menerangkan tentang 

jual beli yang termasuk juga murabahah 

didalamnya yaitu Q.S Al-Baqarah: 275:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai 

larangan riba dan penjelasan tentang 

konsekuensi dari perbuatan riba, diantaranya 

yaitu riba adalah perbuatan dosa yang dilarang 

oleh Allah SWT. Pada ayat tersebut dijelaskan 

pula bahwa jual beli diperbolehkan namun riba 

dilarang. Islam menganggap jual beli sebagai 

cara yang sah untuk mencari rezeki selama 

tidak ada unsur penipuan, manipulasi atau 

merugikan pihak lain.  

Pada Q.S Al-Maidah: 1 juga 

menerangkan tentang tata cara bermuamalah 

yang dalam hal ini digunakan pada kegiatan 

jual beli.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Q.S Al-Baqarah: 280, diterangkan 

mengenai orang-orang yang berhutang, yang 
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mana hal ini sesuai dengan konteks 

pembiayaan murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui ayat-ayat tersebut, Allah 

menegaskan keabsahan dan legitimasi jual beli 

secara umum, sambil secara tegas menolak 

dan melarang praktik ribawi. Berdasarkan 

ketentuan ini, jual beli murabahah memperoleh 

pengakuan dan legalitas dalam syariat Islam, 

sehingga sah untuk diterapkan dalam praktik 

pembiayaan bank syariah maupun ekonomi 

syariah. Murabahah merupakan bentuk 

transaksi jual beli yang bebas dari unsur ribawi 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, di 

mana transparansi harga dan keadilan dalam 

menetapkan margin keuntungan dijunjung 

tinggi, sehingga memastikan kesesuaian 

dengan ajaran Islam dalam konteks ekonomi 

(Batubara, Zakaria, 2015).  

D. Konsep Murabahah Menurut Perspektif 

Hadis 

Konsep murabahah selain dijelaskan 

dalam Al-Qur’an juga diterangkan melalui 

hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi 

menjadi sumber hukum Islam yang kedua 

karena dalam pengertian istilah, hadis merujuk 

pada segala hal yang disandarkan kepada 

Nabi, baik itu ucapan, tindakan, persetujuan, 

maupun sifat-sifat fisik atau moral, termasuk 

juga hal-hal yang berkaitan dengan para 

sahabat dan tabi'in (Nasrulloh, 2014). 

Walaupun murabahah tidak secara eksplisit 

disebutkan, namun hadis berikut dijadikan 

sebagai rujukan dalam konteks murabahah, 

diantaranya yaitu:  

 

 
Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli 

yang dilakukan dengan cara yang adil dan 

transparan, serta melibatkan kesepakatan 

antara kedua belah pihak, adalah hal yang 

dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks 
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murabahah penjual diwajibkan untuk 

mengungkapkan harga pokok barang dan 

margin keuntungan yang jelas kepada pembeli. 

Hal ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan 

keadilan yang sangat ditekankan dalam ajaran 

Islam. Selain itu, prinsip kerelaan dan keadilan 

dalam transaksi juga ditekankan dalam hadis 

berikut:  

Hadis ini menegaskan bahwa setiap 

transaksi, termasuk murabahah harus 

dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan 

dari kedua belah pihak. Dalam praktik 

murabahah hal ini berarti bahwa nasabah 

harus sepenuhnya memahami dan menyetujui 

semua syarat dan ketentuan yang terkait 

dengan transaksi sebelum melanjutkan. Hadis 

lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 

menyampaikan tentang prinsip perdamaian 

dan syarat-syarat dalam transaksi antara kaum 

Muslimin sebagai berikut: Hadis ini 

menekankan bahwa segala bentuk perdamaian 

dan kesepakatan antara umat Islam 

diperbolehkan, selama tidak melanggar 

prinsip-prinsip syariah dengan mengharamkan 

sesuatu yang seharusnya halal atau 

menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram. 

Ini mencerminkan pentingnya keadilan dan 

keterbukaan dalam setiap transaksi, termasuk 

dalam konteks murabahah. Prinsip ini juga 

menunjukkan bahwa kaum Muslimin harus 

mematuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, 

dengan catatan bahwa syarat tersebut tidak 

boleh bertentangan dengan hukum Islam. 

Dengan demikian, hadis ini sangat relevan 

dalam konteks pelaksanaan akad murabahah, 

di mana transparansi dan keadilan menjadi 

pilar utama dalam transaksi tersebut (Syofyan 

& Nurfani, 2024). 

Hadis lain yang berhubungan dengan 

pembiayaan murabahah khususnya terkait 

dengan pembayaran secara angsuran, 

dijelaskan pada hadis berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Hadis ini menekankan bahwa setiap 

individu yang mampu harus memenuhi 

kewajibannya dalam pembayaran utang. 

Dalam konteks murabahah, nasabah 

diharapkan untuk melunasi pembiayaan sesuai 

dengan kesepakatan yang telah ditentukan. 

Jika nasabah menunda pembayaran tanpa 

alasan yang sah, maka hal ini dapat dianggap 

sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan 

dan kewajiban dalam transaksi (Ahmad & 

Sulistiana, 2021). 

Hadis lain yang menekankan pada 

‘urban atau uang muka pada transaksi 

murabahah sebagai berikut:  
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Hadis tentang 'urban menunjukkan 

bahwa praktik uang muka dalam jual beli 

adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. 

Dalam konteks pembiayaan murabahah, 

penerapan uang muka menjadi penting untuk 

menjaga keadilan dan transparansi antara bank 

syariah dan nasabah. Dengan memahami 

prinsip-prinsip ini, diharapkan praktik 

murabahah dapat berjalan sesuai dengan ajaran 

Islam dan memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terlibat (Ahmad & Sulistiana, 

2021).  

KESIMPULAN  

Implementasi akad murabahah dalam 

ekonomi syariah telah menjadi salah satu 

solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan masyarakat, dengan tetap 

berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang 

mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. 

Sebagai akad jual beli, murabahah melibatkan 

dua pihak utama: bank sebagai penjual yang 

membeli barang atas nama nasabah dan 

kemudian menjualnya kembali dengan harga 

yang mencakup biaya perolehan ditambah 

margin keuntungan yang telah disepakati. 

Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai 

perantara yang memfasilitasi pembelian 

barang yang diinginkan oleh nasabah, yang 

biasanya tidak dapat membeli barang tersebut 

secara langsung karena keterbatasan dana. 

Akad murabahah ini sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam 

ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang 

menekankan pentingnya transparansi, 

kejujuran, dan keadilan dalam transaksi. Al-

Qur'an, dalam berbagai ayatnya, mengajarkan 

bahwa jual beli adalah bentuk transaksi yang 

sah, asalkan dilakukan dengan penuh kejujuran 

dan tidak mengandung unsur riba, penipuan, 

atau ketidakpastian yang merugikan salah satu 

pihak (QS. Al-Baqarah: 275-279). Dengan 

demikian, murabahah sebagai bentuk jual beli 

yang transparan, di mana harga dan margin 

keuntungan sudah disepakati sebelumnya, 

menjadi sarana yang sah untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan tanpa melanggar 

ketentuan-ketentuan tersebut. 

Selain itu, Hadits Nabi Muhammad 

SAW juga memberikan panduan tentang 

transaksi yang adil, seperti dalam Hadits yang 

menyatakan bahwa "jual belilah dengan harga 

yang jelas dan tidak ada penipuan." Hal ini 

mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam 

akad murabahah untuk mematuhi prinsip-

prinsip keadilan dalam menetapkan harga dan 

margin keuntungan, serta memastikan bahwa 

kedua pihak saling memahami dan menyetujui 

ketentuan yang ada dalam akad. 

Dengan demikian, implementasi akad 

murabahah dalam ekonomi syariah tidak 

hanya memberikan alternatif pembiayaan yang 

sah menurut syariah, tetapi juga memastikan 

bahwa setiap transaksi dilakukan dengan 

integritas dan memenuhi ketentuan hukum 

Islam, yang pada gilirannya mendukung 

terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi 

bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan 

kesesuaian praktik murabahah dengan prinsip 

syariah, lembaga keuangan syariah perlu 

memastikan bahwa semua rukun dan syarat 

akad terpenuhi. Ini termasuk kepemilikan 

barang (milkiyah) sebelum transaksi dan 
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transparansi dalam menyampaikan informasi 

kepada nasabah. Selain itu, regulasi dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu 

diikuti untuk menjaga integritas sistem 

perbankan syariah. Dengan demikian, 

meskipun murabahah memiliki potensi besar 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

syariah, diperlukan upaya kolaboratif antara 

lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat 

untuk memastikan bahwa praktik ini berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  
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